
BAB III 

OBJEK PENELITIAN 

A. Sejarah Pengadilan Agama Karawang. 

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Karawang.  

Pengadilan Agama Karawang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 

Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura 

tanggal 19 Januari 1882 dengan nama Raad Agama/Penghulu Landraad. 

Sejarah Pembentukan Kabupaten Karawang. 

Sekitar Abad XV Masehi, Agama Islam masuk ke Karawang yang dibawa 

oleh ulama besar Syeikh Hasanudin bin Yusup Idofi dari Champa yang terkenal 

dengan sebutan Syeikh Quro. Pada masa itu daerah Karawang sebagian besar 

masih merupakan hutan belantara dan berawa-rawa. Keberadaan daerah 

Karawang yang telah dikenal sejak Kerajaan Pajajaran yang berpusat di Daerah 

Bogor, karena Karawang pada masa itu merupakan jalur lalu lintas yang sangat 

penting untuk menghubungkan Kerajaan Pakuan Pajajaran dengan Galuh 

Pakuan yang berpusat di Daerah Ciamis. 

Luas Wilayah Kabupaten Karawang pada saat itu, tidak sama dengan luas 

Wilayah Kabupaten Karawang pada masa sekarang. Pada waktu itu luas Wilayah 

Kabupaten Karawang meliputi Bekasi, Purwakarta, Subang dan Karawang 

sendiri . Setelah Kerajaan Pajajaran runtuh pada Tahun 1579 Masehi, pada 

Tahun 1580 Masehi berdiri Kerajaan Sumedanglarang sebagai penerus Kerajaan 

Pajajaran dengan Rajanya Prabu Geusan Ulun. Kerajaan Islam Sumedang 



larang, pusat pemerintahannya di Dayeuhluhur dengan membawahi Sumedang, 

Galuh, Limbangan, Sukakerta dan Karawang. 

Pada Tahun 1608 Prabu Geusan Ulun wafat dan digantikan oleh putranya 

Ranggagempol Kusumahdinata. Pada masa itu di Jawa Tengah telah berdiri 

Kerajaan Mataram dengan Rajanya Sultan Agung (1613 - 1645). Salah satu cita-

cita Sultan Agung pada masa pemerintahannya adalah dapat menguasai Pulau 

Jawa dan mengusir Kompeni (Belanda) dari Batavia. Ranggagempol 

Kusumahdinata sebagai Raja Sumendanglarang masih mempunyai hubungan 

keluarga dengan Sultan Agung dan mengakui kekuasaan Mataram. Maka pada 

Tahun 1620, Ranggagempol Kusumahdinata menghadap ke Mataram dan 

menyerahkan kerajaan Sumedanglarang di bawah naungan Kerajaan Mataram. 

Ranggagempol Kusumahdinata oleh Sultan Agung diangkat menjadi Bupati 

(Wadana) untuk tanah Sunda dengan batas-batas wilayah disebelah Timur Kali 

Cipamali, disebelah Barat Kali Cisadane, disebelah Utara Laut Jawa, dan 

disebelah Selatan Laut Kidul. 

Pada Tahun 1624 Ranggagempol Kusumahdinata wafat, dan sebagai 

penggantinya Sultan Agung mengangkat Ranggagede, Putra Prabu Geusan Ulun. 

Ranggagempol II, putra Ranggagempol Kusumahdinata yang semestinya 

menerima tahta kerajaan, merasa disisihkan dan sakit hati. Kemudian beliau 

berangkat ke Banten untuk meminta bantuan Sultan Banten agar dapat 

menaklukkan Kerajaan Sumedanglarang dengan imbalan apabila berhasil, maka 

seluruh wilayah kekuasaan Sumedanglarang akan diserahkan kepada Banten. 



Sejak itu banyak tentara Banten yang dikirim ke Karawang terutama di 

sepanjang Sungai Citarum, di bawah Pimpinan Sultan Banten bukan saja untuk 

memenuhi permintaan Ranggagempol II, Tetapi merupakan awal usaha Banten 

untuk menguasai Karawang sebagai persiapan merebut kembali pelabuhan 

Banten yang telah dikuasai oleh Kompeni (Belanda), yaitu pelabuhan Sunda 

Kelapa. 

Masuknya tentara Banten ke Karawang beritanya telah sampai ke 

Mataram. Pada Tahun 1624, Sultan Agung mengutus Surengrono (Aria 

Wirasaba) dari Mojo Agung, Jawa Timur untuk berangkat ke Karawang dengan 

membawa 1000 Prajurit dengan keluarganya, dari Mataram melalui Banyumas 

dengan tujuan untuk membebaskan Karawang dari pengaruh Banten, 

mempersiapkan logistik dengan membangun gudang-gudang beras dan meneliti 

rute penyerangan Mataram ke Batavia. 

Langkah awal yang dilakukan Aria Surengrono adalah dengan mendirikan 

3 (tiga) Desa yaitu Waringinpitu (Telukjambe), Desa Parakansapi (di Kecamatan 

Pangkalan yang sekarang telah terendam Waduk Jatiluhur) dan Desa Adiarsa 

(Sekarang termasuk di Kecamatan Karawang Barat), dengan pusat kekuatan di 

ditempatkan di Desa Waringinpitu. 

Karena jauh dan sulitnya hubungan antara Karawang dengan Mataram, 

Aria Wirasaba belum sempat melaporkan tugas yang sedang dilaksanakan 

kepada Sultan Agung. Keadaan ini menjadikan Sultan Agung mempunyai 

angqapan bahwa tuqas yang diberikan kepada Aria Wirasaba gagal 

dilaksanakan. 



Demi menjaga keselamatan Wilayah Kerajaan Mataram sebelah barat, 

pada Tahun 1628 dan 1629, bala tentara Kerajaan Mataram diperintahkan Sultan 

Agung untuk melakukan penyerangan terhadap VOC (Belanda) di Batavia. 

Namun serangan ini gagal disebabkan keadaan medan yang sangat berat. Sultan 

Agung kemudian menetapkan Daerah Karawang sebagai pusat logistik yang 

harus mempunyai pemerintahan sendiri dan langsung berada dibawah 

pengawasan Mataram serta harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang cakap 

dan ahli perang sehingga mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun 

pesawahan guna mendukung pengadaan logistik dalam rencana penyerangan 

kembali terhadap VOC (belanda) di Batavia. 

Pada Tahun 1632, Sultan Agung mengutus kembali Wiraperbangsa Sari 

Galuh dengan membawa 1.000 prajurit dengan keluarganya menuju Karawang. 

Tujuan pasukan yang dipimpin oleh Wiraperbangsa adalah membebaskan 

Karawang dari pengaruh Banten, mempersiapkan logistik sebagai bahan 

persiapan melakukan penyerangan terhadap VOC (Belanda) di Batavia, 

sebagaimana halnya tugas yang diberikan kepada Aria Wirasaba yang dianggap 

gagal. Tugas yang diberikan kepada Wiraperbangsa dapat dilaksanakan dengan 

baik dan hasilnya langsung dilaporkan kepada Sultan Agung. Atas 

keberhasilannya Wiraperbangsa oleh Sultan Agung dianugrahi jabatan Wedana 

(Setingkat Bupati) di Karawang dan diberi gelar Adipati Kertabumi III serta 

diberi hadiah sebilah keris yang bernama "Karosinjang". 

Setelah penganugrahan gelar tersebut yang dilakukan di Mataram, 

Wiraperbangsa bermaksud akan segera kembali ke Karawang, namun 



sebelumnya beliau singgah dahulu ke Galuh untuk menjenguk keluarganya. Atas 

takdir IIlahi Beliau kemudian wafat saat berada di Galuh. Setelah Wiraperbangsa 

Wafat, Jabatan Bupati di Karawang dilanjutkan oleh putranya yang bernama 

Raden Singaperbangsa dengan gelar Adipati Kertabumi IV yang memerintah 

pada Tahun 1633-1677. 

Pada abad XVII kerajaan terbesar di Pulau Jawa adalah Mataram, dengan 

raja yang terkenal yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. la tidak menginginkan 

wilayah Nusantara diduduki atau dijajah oleh bangsa lain dan ingin 

mempersatukan Nusantara. Dalam upaya mengusir VOC yang telah 

menanamkan kekuasaan di Batavia, Sultan Agung mempersiapkan diri dengan 

terlebih dahulu menguasai daerah Karawang, untuk dijadikan sebagai basis atau 

pangkal perjuangan dalam menyerang VOC. 

Ranggagede diperintahnya untuk mempersiapkan bala tentara/prajurit dan 

logistik dengan membuka lahan-Iahan pertanian, yang kemudian berkembang 

menjadi lumbung padi. Tanggal 14 September 1633 Masehi, bertepatan dengan 

tanggal 10 Maulud 1043 Hijriah, Sultan Agung melantik Singaperbangsa sebagai 

Bupati Karawang yang pertama, sehingga secara tradisi setiap tanggal 10 

Maulud diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Karawang. 

Berawal dari sejarah tersebut dan perjuangan persiapan proklamasi 

kemerdekaan RI, Karawang lebih dikenal dengan julukan sebagai kota pangkal 

perjuangan dan daerah lumbung padi Jawa Barat. 

Gedung Pengadilan Agama Karawang terletak di Jalan Jendral Ahmad 

Yani No. 53 Karawang, Telepon (0267) 402230, Fax (0267) 8454531, Hompage 



: www. web. pa-karawang. go. id E-mail : pa. karawang_ ptabdg @yahoo.co.id 

Pada tahun 2006 dilaksanakan rehabilitasi gedung Pengadilan Agama Karawang 

diatas tanah seluas 1,698 M2 dengan luas bangunan 380M2. Pada awalnya status 

tanah adalah Hak Guna Pakai dari Pemda Kabupaten Karawang dengan No. 

102/SU/TH.021.1/PM.014.1/1978 tanggal 09 Juni 1978 dan Sertifikat No. 

000062/1997. 

 

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Karawang. 

1. Visi Pengadilan Agama Karawang 

Terwujudnya pengadilan agama karawang sebagai pengadilan agama yang 

agung. 

2. Misi Pengadilan Agama Karawang. 

a. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama 

Karawang. 

b. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan. 

c. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan. 

C. Fungsi Tugas Pengadilan Agama Karawang. 

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-

perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang 

perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum 

Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-



undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

undang - undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan 

bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; 

 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi 

dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; 

 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di 

lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan 

kecuali biaya perkara); 

 4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum 

Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta 

sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1989 tentang Peradilan Agama; 

5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan 

pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang 

beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana 

diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama; 



 6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan 

deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya; 

 7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, 

pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. 

8. Sengketa Ekonomi Syariah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 huruf 

(i) Undang - undang Nomor  Tahun 2006 ( Perubahan Kedua UUPA). 

D. Jenis-jenis layanan yang diberikan. 

Jenis Layanan Perkara Yang Menjadi Kewenangan Pengadilan Agama 

Karawang Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Peradilan Agama. 

1. Perkawinan. 

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai 

perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain : 

a. Izin beristri lebih dari seorang; 

b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua 

puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis 

lurus ada perbedaan pendapat; 

c. Dispensasi kawin; 

d. Pencegahan perkawinan; 

e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 

f. Pembatalan perkawinan; 

g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 



h. Perceraian karena talak; 

i. Gugatan perceraian; 

j. Penyelesaian harta bersama; 

k. Penguasaan anak-anak; 

l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana 

bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya; 

m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada 

bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 

n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 

o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 

p. Pencabutan kekuasaan wali; 

q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal 

kekuasaan seorang wali dicabut; 

r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup 

umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 

s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada 

di bawah keuasaannya; 

t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 

berdasarkan hukum Islam; 

u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 

perkawinan campuran; 



v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-

Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan 

menurut peraturan yang lain. 

2. Waris 

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta 

peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan 

pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas 

permohoonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, 

penentuan bagian masing-masing ahli waris. 

3. Wasiat. 

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada 

orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi 

tersebut meninggal dunia. 

4. Hibah. 

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari 

seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 

5. Wakaf. 

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan 

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 



selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya 

guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. 

6. Zakat. 

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum 

yang dimliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk 

diberikan kepada yang berhak menerimanya. 

7. Infak. 

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna 

menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, muniman, mendermakan, 

memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain 

berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata’ala. 

8. Shodaqoh. 

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau 

lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu 

dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata. 

9. Ekonomi Syariah. 

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip 

syari’ah, antara lain meliputi: 

a. Bank syariah; 

b. Lembaga keuangan mikro syariah; 

c. Asuransi syariah; 



d. Reasuransi syariah; 

e. Reksa dana syariah; 

f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; 

g. Sekuritas syariah; 

h. Pembiayaan syariah; 

i. Pegadaian syariah; 

j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah; 

k. Bisnis syariah; 

 


